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ABSTRAK 

AliAkbar1 

DR. Iman Jauhari, SH, M.Hum2 

DR. Mirza Nasation3 

Tindak pidana Korn.psi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena 
yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistimatis di setiap strata 
lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena 
menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab koru.psi mengatakan 
bahwa transfonnasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya 
moralitas indi!cator yang sangat terasa dari perkara koru.psi yang kini merajalela 
terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan 
prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya 
pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang 
haru.s ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah 
menyimp� bahwa kerangka legal dalam praktek pelelangan pemerintah yang 
disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. 
Sistem peralihan tanah bekas HGU yang dikembangkan dalam Keppres ini 
bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Namun yang 
terjadi adalah kebalikannya, misalnya proses pelaksanaan pelelangan yang 
sifatnya tertutup. Artinya mekanisme proses pelelangan berdasarkan Keppres 
tersebut hanya mengatur hubungan dua pihak. saja yaitu antara pihak. pemerintah 
(user) dan pihak swasta (provider). 

Dengan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam 
penelitian ini diajukan pennasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana bentuk
bentuk penyimpangan dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah? (2) 
Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana koru.psi dalam peralihan 
tanah bekas HGU Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, (3) Bagaimana aspek
aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam 
peralihan tanah bekas HGU di Pengadilan Negeri Lubuk Pak.am. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis nonnatif, karena 
mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan 
undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian 
dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (1) Upaya Penegakan Hukum dalam 
Penanganan ini diperoleh peralihan tanah bekas HGU di Kabupaten Deli Serdang 
yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pak.am dilakukan berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) 
huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Unclang-Unclang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Piclana Korupsi Jo Unclang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Piclana Korupsi clan Pasal 55 ayat (1) KUH -Pidana, (2) 
Praktek clan modus operandi tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah bekas 

1 Peneliti 
2 Pembimbing I 
3 Pembimbing II 

Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban 
masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah 

bahwa kerangka kerangka legal dalam praktek praktek pelelangan pemerintah pemerintah 
Keppres tersebut justru membuka membuka peluang peluang yang besar bagi 

tanah bekas HGU yang dikembangkan dalam Keppres 
adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Namun 

kebalikannya, misalnya proses proses pelaksanaan pelelangan 
Artinya mekanisme proses pelelangan berdasarkan Keppres 

mengatur hubungan dua pihak. saja yaitu antara pihak. pemerintah 
wasta (provider). 

latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, 
diajukan pennasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana 

penyimpangan dalam peralihan tanah bekas HGU Pemerintah? 
dan modus operandi tindak pidana koru.psi dalam peralihan 

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, (3) Bagaimana 
pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi 
bekas HGU di Pengadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pak.am. 

ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis nonnatif, 
mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan 

tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian 
ini diperoleh kesimpulan : (1) Upaya Penegakan Hukum 
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HOU Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan vanas1 yang 
beragam, sistem penunjukkan langsung, penggunaan material yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi dalam kontrak, (3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam 
penanganan tindak pidana korupsi dalam peralihan tanah · bekas HOU di 
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur 
materil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) 
dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti 
tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan hukuman penjara 
dan denda ke� para terdakwa. 

Kata-kata Kunci : 
1. Peralihan Tanah HOU 
2. Upaya Pemberantasan Korupsi 
3. Kekayaan Negara 

ii 

Pemberantasan Korupsi 
Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Ketetapan MPR-RI Nomor Xl/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih clan Bebas Korupsi, Kolusi clan Nepotisme, Pemerintah telah 

mengunclangkan Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih clan Bebas Korupsi, Kolusi clan Nepotisme. 

Untulc mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih clan bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam Unclang-Unclang Nomor 28 TahU[l 1999 

telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas 

kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, 

asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, clan asas 

akuntabilitas. I 

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perunclang-unclangan, kepatutan, clan keadilan 

dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; Asas Tertib Penyelenggaraan 

Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, clan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; Asas Kepentingan 

Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif clan selektif; Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka 

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyf#_lenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3. 

· 

1 

Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

clan Bebas Korupsi, Kolusi clan Nepotisme. 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih clan bebas 

nepotisme, dalam Unclang-Unclang Nomor 28 TahU[l 

asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi 

asas tertib penyelenggaraan penyelenggaraan penyelengg negara, asas kepentingan umum, 

asas proporsionalitas, asas profesionalitas, clan 

Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum 

landasan peraturan perunclang-unclangan, kepatutan, clan keadilan 

kebijakan Penyelenggara Negara; Asas Tertib Penyelengg
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2 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; Asas 

Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban Penyelenggara Negara; Asas Profesionalitas adalah asas yang 

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peratura.n 

perundang-undangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara 

Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.2 

Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi :3 

1 .  Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 
3. Menteri; 
4. Gubemur; 
5. Hakim; 
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peratura.n 

perundang-undangan yang berlaku; dan 
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan Pejabat negara yang lain misalnya Kepala 

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta 

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubemur, dan Bupati/ 

2 Ibid, Penjelasan Pasal 3. 
3 Ibid, Pasal 2. 

perundang-undangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas adalah asas 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.2 

Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam 

28 Tahun 1999 meliputi :3 

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 
Menteri; 
Gubemur; 
Hakim; 
Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan 
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